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KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
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PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 1773

TENTANG

PEMBERIAN 1ZIN OPERASIONAL PEND IRMN
MADRASAH ALIYAH AL-ASY'ARIYAH
KABUPATEN DELI SERDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA UTARA,

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2)
Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan izin
operasional terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara;

bahwa dalam rangka meninglatkan akses pendicdhkan madrasah
yang bermutua, perlu memberikan Kesempatan masyarakat melalui
organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah
sesual dengan standar nasional pendidikan,

bahwa Madrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan
telah memenuhi persyaratan administrauf, teknis, dan kelayakan
yang telah ditetapkan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, b dan ¢ di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala
KRarntor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Ahyah Al-
Asy Anyah Kabupaten Deli Serdang.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendichkan Nastonal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabiun
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301),

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586),

Peraturan Pemenintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496) sebagaimana telah dwbah dengan Peraturan

Pemerintah Nomior 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemenntah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 54 10),

4 Peraturan
















